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Mardewiwanti (B111 10 327). Tinjauan Viktimologis terhadap Hakim 
sebagai Korban Kejahatan Contempt of Court, dibimbing oleh Prof. Dr. H. 
M. Said Karim, S.H.,M.H selaku pembimbing I dan Kaisaruddin 
Kamaruddin, S.H selaku pembimbing II. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan hakim sebagai 
korban dalam terjadinya kejahatan contempt of court dan upaya 
penanggulangan kejahatan contempt of court terhadap hakim. 
 
Penelitian ini dilaksanakan Kota Makassar tepatnya di Pengadilan 
negeri Makassar. Data yang diperoleh dilokasi penelitian tersebut diolah 
melalui pendekatan normatif dengan mempergunakan metode analisis 
secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang relevan 
terhadap masalah yang diteliti. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan hakim sebagai 
korban dalam terjadinya kejahatan contempt of court khususnya di 
Pengadilan Negeri Makassar antara lain sebagai berikut : 1) Putusan 
hakim atau pengadilan kadang kurang berkualitas, tidak mencerminkan 
kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan; 2) Pelayanan terhadap 
pencari keadilan belum maksimal, hanya mendahulukan pelayanan 
kepada orang-orang yang tergolong menengah keatas; 3) Dalam 
mengadili perkara kadang tidak dilakukan sesuai pada porsinya; 4) 
Terkadang masih terdapat oknum-oknum yang meminta penyuapan 
terhadap pencari keadilan dengan tujuan memberikan kemenangan 
terhadap pihak yang memberikan penyuapan, bukanlah keadilan yang 
diwujudkan. Sehingga apabila pihak lawan tidak sanggup melakukan hal 
serupa, walaupun ia benar, tetapi akan tetap kalah; 5) Profesionalisme 
Hakim, sebagaimana yang kita ketahui, tindakan contempt of court tidak 
hanya dapat dilakukan oleh para terdakwa, ataupun para peserta sidang, 
melainkan juga dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bekerja 
dalam proses persidangan itu sendiri. Aparat yang sangat mungkin 
melakukan tindakan contempt of court ini adalah Hakim yang sementara 
memimpin jalannya persidangan. Kemudian bentuk upaya 
penanggulangan kejahatan contempt of court terhadap hakim terbagi atas 
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A. Latar Belakang Masalah 
 
Pendiri negara telah mengamanatkan bahwa negara Republik 
Indonesia (RI) adalah negara yang berdasarkan hukum (Rechstaat) dan 
bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (Machsstaat), hal ini diperkuat 
lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang 
tertulis : “Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi 
dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa 
terkecuali tidak boleh atau bertentangan dengan norma-norma hukum 
yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan 
sanksi sesuai ketentuan hukum. 
Dalam sistem peradilan pidana (Yahya  Harahap, 2001: 21) yang 
dianut dijelaskan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yaitu Kepolisian 
sebagai penyelidik dan penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum, 
Pengadilan sebagai fungsi mengadili perkara serta Advokat sebagai 
pemberi bantuan hukum kepada mereka yang terlibat masalah hukum, 
keseluruhan komponen ini mempunyai hubungan kerja dan tidak 
terpisahkan antara satu dengan lainnya yang disebut dengan sistem 
peradilan pidana yang terpadu (integrated criminal justice system). 
Khusus mengenai lembaga pengadilan sebagai fungsi peradilan 
adalah benteng terakhir bagi para pencari keadilan yang diharapkan 
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mampu untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum di negara 
Republik Indonesia. Seluruh perkara khususnya perkara pidana setelah 
diselidiki oleh penyidik kemudian dilimpahkan pada pihak Kejaksaan untuk 
melakukan penuntutan terhadap tersangka atau terdakwa di sidang 
pengadilan. Dalam pemeriksaan sidang pengadilan seluruh pihak yang 
mempunyai hubungan dengan perkara yang ditangani atau sedang 
diperiksa wajib dan berhak untuk hadir guna memberikan keterangan 
sesuai dengan apa yang diketahuinya tetapi tidak menutup kemungkinan 
pihak tersebut tidak hadir dalam pemeriksaan tersebut karena merupakan 
hak asasi seseorang.  
Masyarakat umum yang hendak melihat jalannya persidangan juga 
diperbolehkan hadir dalam persidangan kecuali sidang pengadilan 
tersebut dinyatakan tertutup untuk umum karena perkara yang diadili 
menyangkut masalah kesusilaan dan pengadilan anak. Pemeriksaan 
sidang pengadilan yang terbuka untuk umum kadang kala mengundang 
perhatian masyarakat apalagi jika kasus tersebut melibatkan pejabat atau 
mendapat sorotan tajam dari masyarakat sehingga pengadilan terlihat 
sangat ramai dipenuhi oleh orang-orang yang ingin menyaksikan 
persidangan tersebut, hanya saja sering dijumpai banyak pengunjung 
persidangan baik itu para pihak yang terlibat langsung dalam perkara 
tersebut maupun pengunjung biasa membuat tindakan yang tidak 
menghargai jalannya persidangan, tindakan tersebut dapat dikategorikan 
sebagai tindak pidana terhadap proses peradilan atau dalam Rancangan 
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Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) 
Tahun 2012 dikenal dengan istilah contempt of court. Tetapi harus 
dipahami bahwa contempt of court bukanlah sebuah pranata hukum baru. 
Oleh karenanya, pengaturan secara khusus mengenai contempt of court 
dalam keberadaan pranata contempt of court dalam sistem peradilan 
Indonesia sebenarnya telah ada jauh sebelum adanya UU No. 14 Tahun 
1985, namun tersebar dalam berbagai bab dan pasal dalam KUHP yang 
saat ini berlaku. Sehingga keberadaan ketentuan-ketentuan tersebut 
dapat dipergunakan untuk menjerat para pelaku tindak pidana terhadap 
proses peradilan, sistem peradilan di Indonesia yang menganut sistem 
non adversarial model tidak memungkinkan untuk adanya pranata 
contempt of court. Hal ini disebabkan karena dalam sistem peradilan yang 
dianut di Indonesia, hakim memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam 
memeriksa dan mengadili suatu perkara. Sehingga apabila terdapat 
ketentuan mengenai tindak pidana terhadap proses peradilan (contempt of 
court) dalam RUU KUHP Tahun 2012, dikhawatirkan akan semakin 
memperkuat kedudukan hakim dalam proses peradilan. Akibatnya, tidak 
ada satu lembaga atau kekuasaan pun yang dapat melakukan kontrol 
terhadap kinerja para hakim dalam menjalankan tugasnya.  
Menjadi persoalan kemudian adalah banyak hakim yang 
melaksanakan tugasnya mendapatkan atau memperoleh perlakuan tidak 
bermoral dalam bentuk adanya serangan fisik seperti penganiayaan, 
menerima ancaman, dilempar, berkelahi, membunuh terdakwa dalam 
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persidangan, menghalangi saksi, atau yang sifatnya non fisik seperti 
menghujat atau mengeluarkan kata-kata kotor terhadap hakim, membuat 
gaduh di persidangan dan demonstrasi di pengadilan serta tindakan lain 
yang merendahkan wibawa pengadilan. Ketentuan mengenai contempt of 
court sebenarnya sangat baik karena dapat menjaga dan melindungi 
wibawa pengadilan hanya saja harus diperhatikan jangan sampai 
ketentuan ini akan dijadikan sebagai alat bagi para hakim untuk 
membungkam mulut orang-orang yang dianggap kritis terhadap jalannya 
proses hukum terutama saat pemeriksaan berlangsung.  
Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP khususnya dalam Pasal 217 
yang tertulis bahwa : 
(1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara 
tata tertib di persidangan. 
(2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang 
untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib 
dilaksanakan dengan segera dan cermat. 
 
Selain dalam ketentuan Pasal 217 KUHAP, juga diatur mengenai 
ketentuan bahwa setiap orang diwajibkan untuk menunjukkan sikap 
hormat kepada pengadilan yang diatur dalam Pasal 218 KUHAP yang 
tertulis bahwa : 
(1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap 
hormat kepada pengadilan 
(2) Siapa pun yang di sidang pengadilan tidak sesuai dengan 
martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib setelah 
mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas 
perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. 
(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi 
kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. 
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Berbagai situasi yang digambarkan di atas kerap terjadi dalam 
proses persidangan di Indonesia. Tindakan-tindakan pelecehan terhadap 
peradilan ini sebenarnya bukanlah hal baru. Namun berbagai tindakan 
tersebut makin sering terjadi semenjak bergulirnya era reformasi yang 
lebih bebas. Tindakan dan situasi yang terjadi di persidangan seperti yang 
disebutkan di atas dapat dikatakan sebagai tindakan contempt of court.  
Berdasarkan gambaran latar belakang masalah di atas, maka 
Penulis merasa tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul Tinjauan 
Viktimologis Terhadap Hakim sebagai Korban Kejahatan Contempt of 
Court . 
B. Rumusan Masalah 
Untuk memudahkan proses penelitian, maka Penulis menentukan 
rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: 
1. Bagaimanakah peranan hakim sebagai korban dalam terjadinya 
kejahatan contempt of court ? 
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan kejahatan contempt of court 
terhadap hakim? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah : 
1. Untuk mengetahui peranan hakim sebagai korban dalam terjadinya 
kejahatan contempt of court.  
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2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan kejahatan contempt of 
court terhadap hakim. 
  
D. Kegunaan penelitian 
Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah : 
1. Menjadi referensi bagi komponen mahasiswa fakultas hukum 
secara keseluruhan dan mahasiswa yang mengambil bagian 
hukum pidana pada khususnya. 
2. Menjadi masukan sekaligus kritikan terhadap aparat penegak 
hukum khususnya Jaksa, Advokat dan Hakim dalam hal menjaga 
kewibawaan pengadilan. 
3. Menjadi masukan sekaligus kritikan kepada pengunjung 
persidangan baik itu para pihak yang berperkara ataupun 
pengunjung biasa agar mengindahkan tata tertib dipersidangan. 
4. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat 
umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan 










1. Pengertian Viktimologi 
Viktimologi, dari kata victim (korban) dan logi (ilmu pengetahuan), 
bahasa latin victima (korban) dan logos (ilmu pengetahuan). Secara 
sederhana viktimologi/victimology  artinya ilmu pengetahuan tentang 
korban (kejahatan), (Bambang Waluyo, 2011; 9). Istilah viktimologi 
pertama kali digunakan oleh seorang pengacara di Yerussalem yang 
bernama B. Mendelshom pada tahun 1947 yang merupakan dasar bagi 
perkembangan viktimologi sejak itu, sampai viktimologi berkembang 
dengan pesat. 
Pengertian viktimologi mengalami tiga fase perkembangan. Pada 
awalnya viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase 
ini dikatakan sebagai penal or special victimology. Pada fase kedua, 
viktimologi tidak mengkaji masalah korban kejahatan saja, tetapi meliputi 
korban kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai general victimology. 
Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji 
permasalahaan korban penyalahguanaan kekuasaan dan hak-hak asasi 
manusia, pada fase ini dikatakan sebagi new viktimology. 
Menurut J.E. Sahetapy (1995: 15), pengertian viktimologi adalah 
sebuah ilmu disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala 
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aspek, sedangkan menurut Arief Gosita (1995: 158) Viktimologi adalah 
suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji emua aspek yang berkaitan 
dengan korban kejahatan dalam berbagai bidang kehidupan dan 
penghidupannya. 
Viktimologi merupakan (Dikdik & Elisatris, 2007: 34) suatu 
pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) 
sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan 
sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman yaitu : 
1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang 
sebenarnya secara dimensional; 
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara 
fenomena yang ada dan saling mempengaruhi; 
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur 
struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu. 
Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan 
permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, 
proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan 
kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara 
lebih bertanggung jawab. 
Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban 
kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan 
penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Viktimologi mencoba 
mencapai hasil-hasil praktis. Ini berarti ingin menyelamatkan manusia dari 
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dan yang berada didalam bahaya. Viktimologi juga memberikan perhatian 
terhadap permasalahan viktimisasi yang tidak langsung. Misalnya; efek-
efek sosial polusi industri pada setiap masyarakat terjadinya viktimisasi 
ekonomis, polotis dan sosial, setiap kali jika seorang pejabat 
menyalahgunakan fungsinya dalam pemerintahan untuk kepentingan 
pribadinya (Rena Yulia, 2010: 46). 
2. Ruang Lingkup Viktimologi 
Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan 
korban  pada terjadinya tindak pidana, hubungan antar pelaku dengan 
korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem 
peradilan pidana (Rena Yulia, 2010: 45). 
Viktimologi yang pada hakikatnya merupakan pelengkap atau 
penyempurnaan dari teori-teori etimologi kriminal yang ada, berusaha 
menjelaskan mengenai masalah terjadinya berbagai kejahatan atau 
penimbulan korban kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara 
dimensional dan bertujuan memberikan dasar pemikiran guna mengurangi 
dan mencegah penderitaan dan kepedihan di dunia ini. Antara lain: ingin 
dicegah pelaksanaan politik kriminal yang dapat menimbulkan berbagai 
kejahatan atau viktimisasi (penimbulan korban) lain lebih lanjut antara 
yang terlibat dalaterjadinya suatu kejahatan demi keadilan dan 
kesejahteraan yang bersangkutan. Jadi, jelas viktimologi yang rasional, 
bertanggung jawab, dan bermanfaat dapat merupakan sarana untuk 
memperjuangkan hak dan kewajiban asasi manusia. 
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Menurut J. E Sahetapy (Rena Yulia, 2010: 45), ruang lingkup 
viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang 
ditentukan oleh suatu victimity yang tidak selalu berhubungan dengan 
masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam 
selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. 
Namun dalam perkembangannya di tahun 1985 Separovic 
memelopori pemikiran agar viktimologi khusus mengkaji korban karena 
adanya kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dan tidak mengkaji 
korban karena musibah atau bencana alam, karena korban bencana alam 
diluar kemauan manusia (out of man’s will). 
Dengan demikian Objek studi atau ruang lingkup perhatian 
Viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut: 
1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas 
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal 
3. Para pesrta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu 
viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, 
pengamat, pembuat undang-undang, polosi, jaksa, hakim, 
pengacara, dan sebagainya. 
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal 
5. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal: argumentasi 
kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau 
viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti 
kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan. 
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen. 
 
Ruang lingkup atau objek studi viktimologi dan kriminologi dapat 
dikatakan sama, yang berbeda adalah titik tolak pangkal pengamatannya 
dalam memahami suatu viktimisasi kriminal, yaitu viktimologi dari sudut 
pihak pelaku. Masing-masing merupakan komponen-komponen suatu 
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interaksi (mutlak) yang hasil interaksinya adalah suatu viktimisasi kriminal 
atau kriminalitas (Arief Gosita, 2004: 39). 
Suatu viktimasi antara lain dapat dirimuskan sebagai suatu 
penimbunan penderitaan (mental, fisik, sosial, ekonomi, moral) pada pihak 
tertentu dan dari kepentingan tertentu. 
Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah penderitaan, baik secara 
fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. 
Lebih lanjut J.E. Sahetapy berpendapat mengenai paradigma viktimisasi 
viktimisasi yang meliputi (Muhadar, 2006: 22) : 
a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan 
kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan 
angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan 
peperangan lokal atau dalam skala internasional. 
b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi 
antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang 
tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek 
lingkungan hidup. 
c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap 
anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau 
orangtunya sendiri. 
d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan 
obat bius, alkoholisme, malpraktek dibidang kedokteran dan lain-
lain. 
e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut 
aspek peradilandan lembaga pemasyarakatan maupun yang 
menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, 
termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmastisasi kendatipun 
sudah diselesaikan aspek peradilannya. 
Viktimologi denga berbagai macam pandangannya memperluas 
teori-teori etiologi kriminal yang diperlakukan untuk memahami eksistensi 
kriminalitas sebagai suatu viktimisasi yang struktural maupun 
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nonstruktural secara lebih baik. Selain pandangan-pandangan dalam 
viktimologi mendorong orang memperhatikan dan melayani melayani 
setiap pihak yang dapat menjdi korban mental, fisik, dan sosial. 
Mengingat pentinganya viktimologi dalam mengusahakan keadilan 
dan kesejahteraan setiap anggota masyarakat dimana saja, maka adalah 
benar apabila kita bersama, mengusahakan pengembangan viktimologi. 
Tujuannya untuk memberikan landasan dalam bersikap kehidupan 
dengan beragam cara, dan mengusahakan pelayanan perlakuan yang 
manusiawi terhadap mereka yang terlibat dalam berbagai viktimisasi. 
3. Manfaat Viktimologi  
Manfaat yang diperoleh apabila suatu ilmu pengetahuan dalam 
pengembangannya tidak memberikan manfaat, baik yang sifatnya praktis 
maupun teoritis, sia-sialah ilmu pengetahuan itu untuk dipelajari dan 
dikembangkan. Hal yang sama akan dirasakan pula pada saat 
mempelajari viktimologi. Dengan diperolehnya viktimologi, diharapkan 
akan banyak manfaat yang diperoleh. 
Arif Gosita (2009: 330) menguraikan beberapa manfaat yang 
diperoleh dengan mempelajari viktimologi, yaitu sebagi berikut : 
a. Viktimologi merupakan hakikat siapa itu korban dan yang 
menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses 
viktimisasibagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi. 
Akibat pemahaman itu, akan diciptakan pengertian-pengertian, 
etiologi kriminal, dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha 
yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan 
menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal diberbagai 
bidang dan penghidupan. 
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b. Viktimologi memberikan sumbangsih dalam mengerti lebih baik 
tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan 
penderitaan fisik, mental, dan sosial. Tujuannya tidaklah untuk 
menyanjung korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa 
penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta 
hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain.  
c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu 
mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai 
bahayayang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan dan 
pekerjaan mereka. 
d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang 
tidak langsung. Misalnya efek politik pada penduduk dunia ketiga 
akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat 
sosial pada setiap orang akibat polusi industri, terjadinya 
viktimisasi ekonomi, politik dan sosial, setiap kali seorang 
pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk 
keuntungan sendiri. 
e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk penyelesaian 
viktimisasi kriminal, pendapat viktimologi dipergunakan dalam 
keputusan-keputusan peradilan kriminl dan reaksi pengadilan 
terhadap pengadilan terhadap pelaku kriminal.   
 
B. Korban 
1. Pengertian korban  
Secara luas, pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar 
korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun 
juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban. 
Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan 
suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, 
dan lainnya. 
Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termasuk dalam 
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang 
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diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang 
disebut koban adalah: 
a. Setiap orang  
b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau; 
c. Kerugian ekonomi 
d. Akibat tindak pidana  
 
Menurut Muladi yang dimaksud dengan korban adalah: 
Orang-orang yang baik secara individual maupun kolekti telah 
menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, 
emosional, ekonomi, gangguan substansial terhadap hak-haknya 
yang fundamental, melalui perbuatan atau omisi yang melanggar 
hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan 
kekuasaan. 
 
Sedangkan, menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban 
adalah: 
Mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 
tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan hak 
asasi pihak yang dirugikan. 
 
Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang sangat luas 
karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita 
kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, 
sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbulan korban adalah 
sikap atau tindakan dan atau pihak pelaku serta mereka yang secara 
langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan (Rena Yulia, 
2010: 43). 
Lebih luas dijabarkan mengenai korban perseorangan, institusi, 
lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara sebagai berikut 
(Bambang Waluyo, 2011: 11-12) : 
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1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu 
mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun 
nonmateriil. 
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan 
kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan 
kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, 
kebijakan swasta maupun bencana alam. 
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang 
didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, 
manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang 
tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung 
pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami logsor, 
gundul, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan 
pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu 
maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab. 
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat 
yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih 
pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak 
ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun. 
Mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat 
bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau 
kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan yang 
menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih 
luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung 
dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu 
korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi 
(Dikdik dan Elisatris Gultom, 2006:43). 
2. Tipologi Korban Kejahatan 
Tipologi kejahatan dimensinya dapat ditinjau dari dua perspektif 
(Lilik Mulyadi 2003:124), yaitu: 
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1. Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam 
terjadinya kejahatan. Melalui kajian perspektif ini, maka Ezzal 
Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:  
a. Nonparticipating victims adalah mereka yang tidak 
menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut 
berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan; 
b. Latent or predisposed victims mereka yang mempunyai 
karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran 
tertentu; 
c. Propocative victims adalah mereka yang menimbulkan 
kejahatan atau pemicu kejahatan; 
d. Participating victims adalah mereka yang tidak menyadari atau 
memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi 
korban; 




2. Ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, 
Stephan Schaver mengemukakan tipologi korban menjadi tujuh 
bentuk, yakni sebagai berikut: 
a. Unrelated victims adalah mereka yang tidak ada hubungan 
dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang 
potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya 
berada dipihak korban. 
b. Provocative victims adalah korban yang disebabkan peranan 
korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari 
aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku 
secara bersama-sama. 
c. Participating victims adalah hakikatnya perbuatan korban 
tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. 
Misalnya mengambil uang di Bank dengan jumlah besar yang 
tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik 
sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini 
pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku. 
d. Biologically weak victims adalah kejahatan disebabkan 
adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan 
manusia lanjut usia merupakan potensial korban kejahatan. 
Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada 
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masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat 
memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya. 
e. Social weak victims adalah korban yang tidak diperhatikan 
oleh masyarakat bersangkutan seperti para gelandangan 
dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, 
pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada 
penjahat atau masyarakat. 
f. Selfvictimizing victims adalah korban kejahatan yang 
dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. 
Pertanggungjawaban sepenuhnya terletak pada korban 
karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan. 
g. Political victims adalah korban karena lawan polotiknya. 
Secara sosiologis, korban ini tidak dapat 




Selain pengelompokan diatas, masih ada pengelompokan tipologi 
korban menurut Selling dan Wolfang (Dikdik dan Elisatris Gultom, 
2006:49), yaitu sebagai berikut: 
a. Primary victimization, yang dimaksud adalah korban individual. 
Jadi korbannya adalah orang perorangan (bukan kelompok); 
b. Secondary victimization, yang menjadi korban adalah 
kelompok, misalnya bdan hukum; 
c. Tertiary victimization, yang menjadi korban adalah masyarakat 
luas;  
d. Mutual Victimization, si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, 
perzinahan, dan narkotika; 
e. No Victimization, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban 
melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya, 




C. Hakim  
1. Pengertian Hakim  
Hakim merupakan orang yang memiliki tugas mengadili, 
memutuskan perkara dengan dengan memberikan vonis atau keputusan 
pengadilan (M Marwan dan Jimmy P, 2009: 224). Adapun pengertian 
18 
 
hakim dalam Pasal 1 angka 8 KUHAP bahwa hakim adalah pejabat 
peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk 
mengadili. 
Hakim sebagai pejabat peradilan yang berwewenang untuk 
menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan 
kepadanya. Pada hakikatnya, tugas hakim untuk mengadili mengandung 
dua pengertian, yakni menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. 
Oleh karena itu, hakim dalam menjalankan tugasnya diberikan kebebasan 
dan kemandirian yang dijamin oleh Undang-Undang. Hal ini sangatlah 
penting, dengan tujuan untuk menciptakan penegakan hukum yang 
berkeadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. 
2. Kekuasaan Kehakiman yang Bebas dan Merdeka 
Kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum 
dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah 
Agung. Hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara/ Presiden 
dengan demikian kebebasan kedudukannya diharapkan terjamin. Asas di 
lingkungan peradilan umum adalah peradilan oleh ahli-ahli dalam bidang 
hukum (Wahju Muljono, 2012: 59). 
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 menentukan 
bahwa hakim adalah sarjana hukum. Walaupun dalam Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970 tidak ada ketentuan semacam itu, akan tetapi asas 
yang ada dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 
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sampai sekarang tetap dipertahankan. Asas ius curia novit, hakim 
dianggap tahu akan hukumnya. 
Terhadap kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka beberapa 
peraturan perundang-undangan telah menegaskan hal itu, antara lain: 
a. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 di dalam 
penjelasan Pasal 24 dan 25 UUD 1945, bahwa “kekuasaan 
kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari 
pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus 
diadakan jaminan dalam Undang-Undang tentang 
kedudukannya para hakim”. 
b. Konsideran Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang 
kekuasaann kehakiman huruf a, disebutkan bahwa 
“kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 
Negara RI 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang 
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan 
yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama agama, lingkungan peradilan 
militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh 
sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Sedangkan 
pada huruf b disebutkan bahwa “untuk mewujudkan kekuasaan 
kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta 
berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang 
terpadu”. 
c. Penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa, “Undang-
Undang Dasar Negara RI 1945 menegaskan bahwa Indonesia 
adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut 
maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya 
jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang 
merdeka, bebas dari pengarus kekuasaan lainnya untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan”. 
d. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “kekuasaan 
kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdekauntuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 




e. Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang RI Nomor 
5 Tahun tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI 
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 
disebutkan jo. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa “kekuasaan 
kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan 
peradilan umum, lingkungan peradilan agama agama, 
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha 
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 
 
Maka berdasarkan aturan perundang-undangan tersebut diatas, 
bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman yang bebas dan 
merdeka adalah kekuasaan badan peradilan untuk mengadili atau 
memerika perkara dan menjatuhkan putusan tanpa campur tangan atau 
intervensi dari pihak manapun, sehingga merupakan kekuasaan yang 
absolut atau mutlak. 
3. Tahapan Tugas Hakim 
Pertama kali yang memperkenalkan adanya tiga tahap tugas hakim 
adalah Prof. Dr. Sudikno Mertokuso (Achmad Ali, 2008: 120) yang dapat 
menulis ringkas sebagai berikut: 
a. Tahap Konstatir 
 Artinya harus melihat peristiwa hingga dengan demikian hakim 
tahu kalau memang ada peristiwa hukum. Disini hakim 
mengkonstatir benar atau tidaknya peristiwa yang diajukan. 
Misalnya benarkah si A telah memecahkan jendela rumah si B 
sehingga si B menderita kerugian? Disini para pihak (dalam 
perkara perdata) dan penuntut umum (dalam perkara pidana) 
yang wajib untuk membuktikan penggunaan alat-alat bukti. 
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Dalam tahap konstatir ini, kegiatan hakim bersifat logis. 
Penguasaan hukum pembuktian bagi hakim sangat dibutuhkan 
dalam tahap ini. 
b. Tahap kualifikasi 
Artinya hakim harus bisa menggolongkan peristiwanya. Apakah 
peristiwa hukum ini masuk ranah perdata atau pidana. Disini 
hakim mengkualifisir, termasuk hubungan hukum apakah 
tindakan si A tadi? Dalam hal ini dikualifisir sebagai perbuatan 
melawan hukum. 
c. Tahap kontituir 
Artinya hakim harus memberikan hukum atau hak. Hingga 
dengan demikian hakim tidak boleh menolak perkara yang 
masuk dan ditanganinya hanya dengan alasan tidak tahu 
ataupun tidak ada hukumnya, karena hakim dianggap tahu akan 
hukumnya dan ia diharuskan menggali hukum ataupun 
menemukan hukumnya, dengan mempertimbangkan bahan 
hukum yang ada.  
Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman RI, Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970 dalam Pasal 27 ayat I mengatur bahwa “hakim 
sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti, dan 
memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 
Dalam kaitan ini, menurut Cardozo (Achmad Ali, 2008: 120-121) 
kewajibannya sebagai hakim ialah untuk menegakkan objektivitas melalui 
putusan-putusannya. Putusan-putusannya tidaklah merupakan 
perwujudan aspirasi pribadinya; tidak merupakan manifestasi dari 
pendirian pribadinya; dan tidak merupakan penerapan falsafah pribadinya; 
melainkan melahirkan perwujudan dari aspirasi; pendirian dan falsafah 




D. Kejahatan  
1. Pengertian Kejahatan 
Kejahatan adalah adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang 
untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. 
Dengan demikian, maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Penegrtian 
tersebut bersumber dari alam nilai, maka ia memiliki pengertian yang 
relative, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan pelanggaran 
itu. 
Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri, tidak terdapat kesatuan 
pendapat diantara para sarjana. R. Soesilo yang dikutip oleh A. Gumilang 
(1993:4) membedakan pengertian kejahatan secara yuridis dan 
pengertian kejahatan secara sosiologis. 
“Ditinjau dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu 
perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan Undang-
Undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan 
kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain 
merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu 
berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban”. 
Dalam kamus besar bahasa indonesia (halaman 34), kejahatan 
merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-
norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis (hukum 
pidana). 
Menurut A.S. Alam  (2010:16) definisi kejahatan, dilihat dari sudut 
pandang hukum (a crime from legal point of view). Batasan kejahatn dari 
sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yanng meklanggar hukum 
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pidana. Bagaimana pun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu 
tidak dilarang di dalam peundang-undangan pidana, perbuatan itu  tetap 
sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003:33), midrijf atau kejahatan 
berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, 
berarti tidak lain daripada “pebuatan melanggar hukum”. 
Selanjutnya menurut E. Dukheim (I.S. Susanto, 1991:4) seorang 
pakar sosiologi menyatakan bahwa, kejahatan bukan saja normal, dalam 
arti tidak ada masyarakat tanpa kejahatan. Bahkan dia menambahkan 
bahwa kejahatan merupakan sesuatu yang diperlukan. Sebab ciri setiap 
masyarakat adalah “dinamis” perbuatan yang telah menggerakkan 
masyarakat tersebut pada mulanya seringkali disebut sebagai kejahatan. 
Kejahatan merupakan hasil interaksi antara yang ada dan saling 
mempengaruhi. Demikian juga perkembangan kejahatan yang terjadi di 
daerah perkotaan. Peserta-peserta interaksi sebagai fenomena yang ikut 
serta dalam terjadinya kejahatan mempunyai hubungan fungsional satu 
sama lain. Bahkan ada yang kemungkinan bertanggungjawab terhadap 
fungsional terhadap terjadinya kejahatan terebut. Adapun yang disebt 
peserta-peserta dalam timbulnya kejahatan, antara lain: para pelaku, 
korban, pembuat undang-undang, pihak kepolisian, kejaksaan, 
kehakiman, dan lembaga-lembaga sosial lainnya. Dengan kata lain, 
semua fenomena baik maupun buruk yang dapat merupakan faktor 
kriminogen (yang dapat menimbulkan kejahatan) harus diperhatikan 
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dalam meninjau dan menganalisa terjajdinya suatu kejahatan atau 
penyimpangan. 
Dapat dikatakan, perilaku kejahatan adalah suatu perilaku yang 
beradaptasi pada atau hasil kondisi lingkungan tertentu. Dengan 
demikian, kita sampai pada perhatian adaptasi pada suatu lingkungan 
sebagai suatu proses yang menentukan. 
Sehubungan dengan itu Kohlberg yang dikutip  oleh Noach, 
menyatakan bahwa perilaku jahat manusia itu ditentukan oleh beberapa 
faktor (Muhadar, 2006: 31): 
a. Faktor pendorong, keinginan yang datang dari dalam diri 
manusia sendiri yang menuntut untuk dipenuhi egoismedan 
ransangan yang datang dari luar. 
b. Faktor penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dan 
kontrol dari masyarakat luar, ancaman, hukuman dan lain-lain. 
 
Menurut Sutherland, (A.S. Alam, 2010: 18) untuk menyebut suatu 
perbuatan sebagai kejahatan, ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan 
yang harus dipenuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:  
a. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm) 
b. Kerugian yang ada tersebut telah diatur diatur di Dalam kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
c. Harus ada perbuatan (criminal act) 
d. Harus ada maksud jahat (criminal intent = means rea)  
e. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
f. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur dalam 
KUHP dengan perbuatan. 
g. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbutan tersebut. 
Masalah kejahatan bukanlah hal baru, meskipun tempat dan 
waktunya berlainan, tetapi modusnya dinilai sama. Semakin 
lama kejahatan di kota-kota besar semakin menigkat, bahkan di 




2. Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
Masalah sebab-sebab kejahatan selalu merupakan permasalahan 
yang sangat menarik. Berbagai teori yang menyangkut sebab kejahatan 
telah diajukan oleh para ahli dari berbagai disiplin dan bidang ilmu 
pengetahuan. Namun, sampai dewasa ini masih belum juga ada satu 
jawaban penyelesaian yang memuaskan. 
Meneliti suatu kejahatan harus memahami tingkah laku manusia 
baik dengan pendekatan deskriptif maupun dengan pendekatan kausal, 
sebenarnya dewasa ini tidak lagi dilakukan penyelidikan sebab musabab 
kejahatan, karena sampai saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab 
pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan 
orang tertentu melakukan kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya 
perilaku manusia baik individu maupun secara berkelompok. 
Sebagaimana telah dikemukakan, kejahatan merupakan problem 
bagi manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat 
kejahatan masih saja terjadi. Hal ini merupakan permasalahan yang 
belum dapat dipecahkan sampai sekarang. 
Separovic (Weda, 1996:76) mengemukakan, bahwa : 
Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) 
faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis 
kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, 
kecerobohan, dan keteransingan), dan (2) faktor situasional, seperti 
situasi konflik, faktor tempat dan waktu. 
 
Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha 
menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah 
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aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Sebenarnya menjelaskan 
sebab-sebab kejahatan sudah dimulai sejak abad ke-18. Pada waktu itu, 
seseorang yang melakukan kejahatan dianggap sebagai orang yang 
dirasuk setan. Orang berpendapat bahwa tanpa dirasuk setan seseorang 
tidak akan melakukan kejahatan. Pandangan ini kemudian ditinggalkan 
dan muncullah beberapa aliran, yaitu aliran, yaitu aliran klasik, kartografi, 
tipologi dan aliran sosiologi berusaha untuk menerangkan sebab-sebab 
kejahatan secara teoritis ilmiah. 
Aliran klasik timbul dari Inggris, kemudian menyebar luaskan ke 
Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik. Bagi 
aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa 
senang dan tidak senang. Setiap manusia berhak memilih mana yang baik 
dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk 
memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu penderitaan. Dengan demikian, 
setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan 
kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun 
dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan 
kesenangan. 
Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan 
bahwa setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan 
kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. 
Sementara itu Bentham (Weda, 1996:15) menyebutkan bahwa the act 
which i think will give me mosi plesseru. Dengan demikian, pidana yang 
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berat sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan 
diperoleh. 
Aliran kedua adalah kartographik para tokoh aliran ini antara lain 
Quetet dan Querry. Aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar ke 
inggris dan Jerman. Aliran ini memperhatikan penyebaran kejahatan pada 
wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini 
berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi 
sosial yang ada. 
Aliran ketiga adalah sosialis yang bertolak dari ajaran Marx dan 
Engels, yang berkembang pada tahun 1850 dan berdasarkan pada 
determinisme ekonomi (Weda, 1996:32). Menurut para tokoh aliran ini, 
kejahatan timbul disebabkan adanya sistem ekonomi kapitalis yang 
diwarnai dengan penindasan terhadap buruh, sehingga menciptakan 
faktor-faktor yang mendorong berbagai penyimpangan. 
Aliran keempat adalah tipologik. Ada tiga kelompok yang termasuk 
dalam aliran ini yaitu Lambrossin. Mental tester, dari psikiatrik yang 
mempunyai kesamaan pemikiran dan mitologi, mereka mempunyai 
asumsi bahwa beda antara penjahat dan bukan penjahat terletak pada 
sifat tertentu pada kepribadian yang mengakibatkan seseorang tertentu 
berbuat kejahatan dan seseorang lain tadi kecenderungan berbuat 
kejahatan mungkin diturunkan dari orang tua atau merupakan ekspresi 
dari sifat-sifat kepribadian dan keadaan sosial maupun proses-proses lain 
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yang menyebabkan adanya potensi-potensi pada orang tersebut 
(Dirjosisworo, 1994:32). 
Ketiga kelompok tipologi ini berbeda satu dengan yang lainnya 
dalam penentuan ciri khas yang membedakan penjahat dan bukan 
penjahat. Menurut Lambroso kejahatan merupakan bakat manusia yang 
dibawa sejak lahir. Oleh karena itu dikatakan bahwa “criminal is born not 
made” (Weda, 1974: 57). 
Ada beberapa proposisi yang di kemukakan oleh Lambroso, yaitu : 
(1) penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda, (2) tipe 
ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang 
asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut 
panjang yang jarang dan tahan terhadap rasa sakit tanda ada bersamaan 
jenis tipe penjahat, tiga sampai lima diragukan dan di bawah tiga mungkin 
bukan penjahat, (3) tanda-tanda lahirilah ini bukan merupakan penyebab 
kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung 
mempunyai perilaku kriminal. 
Ciri-ciri ini merupakan pembaharuan sejak lahir, (4) karena adanya 
kepribadian ini, maka tidak dapat menghindar dari melakukan kejahatan 
kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan, dan (5) 
penjahat-penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat 
dibedakan oleh tanda tertentu. 
Setelah menghilangnya aliran Lambroso, muncullah aliran mental 
tester. Aliran ini dalam metodologinya menggunakan tes mental. Menurut 
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Goddart (Weda, 1996:18), setiap penjahat adalah orang yang feeble 
mindedness (orang yang otaknya lemah). Orang yang seperti ini tidak 
dapat pula menilai akibat perbuatannya tersebut. Kelemahan otak 
merupakan pembawaan sejak lahir serta penyebab orang melakukan 
kejahatan. 
Kelompok lain dari aliran tipologi adalah psikiatrik. Aliran ini lebih 
menekankan pada unsur psikologi, yaitu pada gangguan emosional. 
Gangguan emosional diperoleh dalam interaksi sosial oleh karena itu 
pokok ajaran ini lebih mengacu organisasi tertentu daripada kepribadian 
seseorang yang berkembang jauh dan terpisah dari pengaruh-pengaruh 
jahat tetap akan menghasilkan kelakuan jahat, tanpa mengingat situasi-
situasi sosial. 
Aliran sosiologis menganalisis sebab-sebab kejahatan dengan 
memberikan interpretasi, bahwa kejahatan sebagai “a function of 
environment”. Tema sentral aliran ini adalah “that criminal behaviour 
results from the same processes as other social behaviour”. Bahwa proses 
terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya, 
termasuk tingkah laku yang baik. Salah seorang tokoh aliran ini adalah 
Sutherland. Ia mengemukakan bahwa perilaku yang dipelajari di dalam 
lingkungan sosial. Semua tingkah laku sosial dipelajari dengan berbagai 
cara. 
Munculnya teori Asosiasi diferensial oleh Sutherland ini didasarkan 
pada sembilan proposisi (Atmasasmita, 1995:14-15) yaitu : 
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a) Tingkah laku kriminal dipelajari 
b) Tingkah laku kriminal dipelajari dalam interaksi dengan orang 
lain dalam suatu proses komunitas. 
c) Bagian yang terpenting dari mempelajari tingkah laku kriminal 
itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang intim/ dekat. 
d) Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pembelajaran itu 
termasuk (a) teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang 
sulit, kadang sangat mudah dan (b) arah khusus dari motif-motif, 
dorongan-dorongan, rasionalisasi-rasionalisasi dan sikap. 
e) Arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan itu dipelajari 
melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia 
menguntungkan atau tidak  
f) Seseorang menjadi delikuen karena definisi-definisi yang 
menguntungkan untuk melanggar hukum lebih dari definisi-
definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum. 
g) Asosiasi diferensial itu mungkin bervariasi tergantung dari 
frekuensinya, durasinya, prioritasnya dan intensitasnya. 
h) Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui asosiasi 
dengan pola-pola kriminal dan arti kriminal melibatkan semua 
mekanisme yang ada di setiap pembelajaran lain. 
i) Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari 
kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum tersebut, karena 
tingkah laku non kriminal juga ungkapan dari kebutuhan-
kebutuhan dan nilai-nilai yang sama. 
 
Pada awal 1960-an muncullah perspektif label. Perspektif ini 
memiliki perbedaan orientasi tentang kejahatan dengan teori-teori lainnya. 
Perspektif label diartikan dari segi pemberian nama, yaitu bahwa sebab 
utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian 
label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu 
pada masyarakatnya (Dirdjosisworo, 1994:125). 
Menurut Tannenbaum (Atmasasmita 1995:38) kejahatan tidak 
sepenuhnya merupakan hasil dari kekurang mampuan seseorang tetapi 




Lemert (Dirdjosisworo, 1994:123) menunjukkan adanya hubungan 
pertalian antara proses stigmatisasi, penyimpangan sekunder dan 
konsekuensi kehidupan karir pelaku penyimpangan atau kejahatan. Yang 
diberi label sebagai orang yang radikal atau terganggu secara emosional 
berpengaruh terhadap bentuk konsep diri individu dan penampilan 
perannya. 
Pendekatan lain yang menjelaskan sebab-sebab kejahatan adalah 
pendekatan sobural, yaitu akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, 
dan faktor struktur yang merupakan elemen-elemen yang terdapat dalam 
setiap masyarakat (J.E. Sahetapy, 1995:37). Aspek budaya dan faktor 
struktural merupakan dua elemen yang saling berpengaruh dalam 
masyarakat. Oleh karena itu, kedua elemen tersebut bersifat dinamis 
sesuai dengan dinamisasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Ini 
berarti, kedua elemen tersebut tidak dapat dihindari dari adanya pengaruh 
luar seperti ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Kedua 
elemen yang saling mempengaruhi nilai-nilai sosial yang terdapat dalam 
masyarakat. Dengan demikian, maka nilai-nilai sosial pun akan bersifat 
dinamis sesuai dengan perkembangan aspek budaya dan faktor struktural 
dalam masyarakat yang bersangkutan.           
3. Upaya Penanggulangan Kejahatan 




Kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu 
pengertian dan penanaman yang relatif, mengandung 
variabilitasdan dinamik serta bertalian dengan perbuata atau 
tingkah laku (baik aktif maupun pasif) yng dinilai oleh sebagian 
mayoritasatai minoritas masyarakat sebagi suatu perbuatan anti 
sosial, suatu perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau 
perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan 
ruang dan waktu. 
 
Kejahatan adalah masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat di 
seluruh negara semenjak dahulu dan pada hakikatnya merupakan produk 
dari masyarakat sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut 
pelanggaran dari norma-norma yang dikenal masyarakat, seperti norma-
norma agama, norma moral hukum. Norma hukum pada umumnya 
dirumuskan dalam undang-undang yang dipertanggungjawabkan aparat 
pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan 
pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan 
dan ketertiban masyarakat, maka wajarlah bila semua pihak baik 
pemerintah maupun warga masyarakat, karena setiap orang 
mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. 
Menyadari tingginya tingkat kejahatan, maka secara langsung atau 
tidak langsung mendorong pula perkembangan dari pemberian reaksi 
terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan pada hakikatnya berkaitan 
dengan maksud dan tujuan dari usaha penanggulangan kejahatan 
tersebut. 
Menurut Hoefnagels (Barda Nawawi Arief, 1991:2) upaya 
penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan cara : 
a) Criminal application : (penerapan hukum pidana) 
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Contohnya : penerapan Pasal 354 KUHP dengan hukuman 
maksimal yaitu 8 tahun baik dalam tuntutan maupun 
putusannya.  
 
b) Preventif without punishment : (pencegahan tanpa pidana) 
Contohnya : dengan menerapkan hukuman maksimal pada 
pelaku kejahatan, maka secara tidak langsung memberikan 
prevensi (pencegahan) kepada publik walaupun ia tidak dikenai 
hukuman atau shock therapy kepada masyarakat. 
 
c) Influencing views of society on crime and punishment (mas 
media mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai 
kejahatan dan pemidanaan lewat mas media). 
Contohnya : mensosialisasikan suatu undang-undang dengan 
memberikan gambaran tentang bagaimana delik itu dan 
ancaman hukumannya. 
 
Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. 
Dalam pengertian yang luas, maka pemerintah beserta masyarakat 
sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang 
dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang 
bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat 
(Barda Nawawi Arief, 1991: 5). 
Peran pemerintah yang begitu luas, maka kunci dan strategis 
dalam menanggulangi kejahatan meliputi (Barda Nawawi Arief, 1991:4), 
ketimpangan sosial, diskriminasi nasional, standar hidup yang rendah, 
pengangguran dan kebodohan di antara golongan besar penduduk. 
Bahwa upaya penghapusan sebab dari kondisi menimbulkan kejahatan 
harus merupakan strategi pencegahan kejahatan yang mendasar. 
Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha 
pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana 
dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak 
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efektifnya tugas mereka. Lebih jauh polisi juga tidak memungkinkan 
mencapai tahap ideal pemerintah, sarana dan prasarana yang berkaitan 
dengan usaha pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, peran serta 
masyarakat dalam kegiatan pencegahan kejahatan menjadi hal yang 
sangat diharapkan.      
 
E. Contempt of Court 
1. Pengertian Contempt of Court 
 
Contempt of court merupakan perbuatan manapun yang 
diperhitungkan mempersulit, mempermalukan, menghalangi, atau 
menghalangi pengadilan atau yang diperhitungkan untuk berkurangi 
kekuasaan atau martabatnya (M. Marwan, 2009; 136). 
Adapun pengertian contempt of court dalam Undang-Undang 
Federal Amerika Serikat (Andi Sofyan, 2013; 406) adalah contempt of 
court  diartikan sebagai misbehavior in the presence of the court or so 
near threato as to obstruct the administration. Jika diterjemahkan secara 
bebas membawa pengertian tindak-tanduk yang tidak wajar di muka 
pengadilan atau tempat berdekatan dengannya sehingga dapat merintangi 
proses peradilan. 
Menurut Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung R.I 
No. : KMA/005/SKB/VII/1987 dan Menteri Kehakiman R.I No. : M.03-
PR.08.05 Tahun 1987, mengkualifikasi perbuatan seorang Penasihat 
Hukum sebagai contempt of court, adalah sebagai berikut : 
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a. Mengabaikan atau menelantarkan kliennya 
b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap 
lawannya atau kuasanya 
c. Berbuat, bertingkah laku, bersikap, bertutur kata atau 
mengeluarkannya pernyataan yang menunjukkan sikap tidak 
hormat kepada hukum, undang-undang, kekuasaan umum, 
pengadilan atau pejabatnya. 
d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban atau 
bertentangan dengan kehormatan dan martabat profesinya 
e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku 
Pelanggaran terhadap Pasal 3 SKB tersebut, menurut Pasal 4-nya 
dapat dikenai tindakan berupa : 
a. Teguran lisan atau tertulis 
b. Peringatan keras dengan surat 
c. Pemberhentian sementara dari jabatannya selama 3 sampai 6 
bulan 
d. Pemberhentian sementara dari jabatannya lebih dari 6 bulan 
e. Pemberhentian dari jabatannya sebagai penasihat hukum 
 
Contempt of court dalam Rancangan Undang-Undang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2012, diartikan sebagai 
tindak pidana terhadap proses peradilan. Contempt of court pada awalnya 
merupakan peraturan yang mengatur prosedur untuk melindungi 
kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga-lembaga umum atau istimewa, 
administrasi peradilan. 
Pengertian contempt of court sendiri dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia belum dijelaskan secara jelas, 
namun beberapa pakar memberikan definisi contempt of court, antara lain 
menurut A. Abu Ayyub Saleh (2004:1), bahwa contempt of court adalah : 
“Merendahkan wibawa peradilan dan martabat hakim, selama 
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berlangsungnya persidangan”. Lebih lanjut oleh Abu Ayyub Saleh (2004:1) 
bahwa ada juga yang memaknai contempt of court sebagai :  
Perbuatan melecehkan sebagai penghinaan hakim yang dilakukan 
oleh Pengacara atau Advokat atau Wartawan dan atau Orang lain 
yang berkepentingan dengan Peradilan. 
 
Istilah contempt of court di Indonesia baru dikenal pada tahun 1985 
hal ini ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1985 tentang Mahkamah Agung, dalam Undang-Undang tersebut 
khususnya pada butir 4 alinea 4 tertulis bahwa : 
Selanjutnya untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang 
sebaik-baiknya bagi penyelenggara peradilan guna menegakkan 
hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat 
suatu undang-undang yang mengatur penindakan terhadap 
perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau ucapan yang dapat 
merendahkan dan merongrong kewibawaan martabat dan 
kehormatan Badan Peradilan yang dikenal sebagai Contempt of 
court. 
 
Selanjutnya pengertian Contempt of court menurut Black Laws 
Dictionary (Andi Sofyan, 2013: 404-405) yang memberikan pengertian 
tentang Contempt of court yaitu : 
“Suatu perbuatan yang dipandang mempermalukan, menghalangi 
atau merintangi pengadilan didalam penyelenggaraan peradilan, 
atau dipandang sebagai mengurangi kewibawaan atau 
martabatnya. Dilakukan oleh orang yang sungguh melakukan suatu 
perbuatan yang melanggar secara sengaja kewibawaan atau 
martabat atau cenderung merintangi atau menyia-nyiakan 
penyelenggaraan peradilan atau oleh seseorang yang berada 
dalam kekuasaan pengadilan sebagai pihak dalam perkara 
dipengadilan itu, dengan sengaja tidak menaati perintah pengadilan 
yang sah atau memenuhi hal yang ia telah akui”. 
 
Menurut Muladi contempt of court (Andi Sofyan, 2013: 406) dapat 
diartikan sebagai : 
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“Suatu perbuatan baik secara aktif maupun pasif, yang dilakukan 
baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang dianggap 
melecehkan atau merongrong kewibawaan pengadilan”. 
 
Dari beberapa pengertian contempt of court yang telah dipaparkan 
di atas, maka dapat dikatakan bahwa apapun tindakan yang dilakukan 
oleh pihak yang terlibat dalam suatu perkara, baik itu Jaksa, Advokat 
ataupun terdakwa serta saksi-saksi dan pengunjung sidang pengadilan 
yang tidak mempunyai hubungan dengan perkara yang sedang 
disidangkan dengan tujuan untuk menghalangi jalannya persidangan 
dikategorikan sebagai tindakan contempt of court. Tindakan ini dapat 
dilakukan di dalam maupun di luar Pengadilan, dapat dilakukan secara 
aktif maupun pasif. Adapun pengertian contempt of court menurut Penulis 
sendiri adalah tindakan melecehkan atau menghina hakim atau lembaga 
peradilan. 
2. Dasar Hukum Contempt of Court  
 
Berbicara mengenai dasar hukum, maka konteks pembicaraan 
yang akan menjadi pokok bahasan adalah ketentuan hukum yang menjadi 
dasar dari contempt of court sehingga dapat dipahami mengapa tindakan 
seseorang dikatakan sebagai contempt of court. 
Di dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang 
Recht-Pleging, yaitu kejahatan terhadap pengadilan dan instansi 
pemerintah yang lain. Berikut adalah beberapa kejahatan yang termasuk 
kejahatan terhadap pengadilan.Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang 
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Hukum Pidana (disingkat KUHPidana) yang dapat dikualifikasikan sebagai 
perbuatan contempt of court, yaitu: 
- Pasal 209, yang berbunyi : memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkannya 
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 
bertentangan dengan kewajibannya 
- Pasal 210, yang berbunyi : memberi atau menjanjikan sesuatu 
kepada seorang hakim, penasihat atau adviseur. 
- Pasal 211, yang berbunyi : memaksa seorang pejabat untuk 
melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan 
perbuatan jabatan yang sah. 
- Pasal 212, yang berbunyi : melawan seorang pejabat yang 
sedang menjalankan tugas yang sah. 
- Pasal 217, yang berbunyi : menimbulkan kegaduhan dalam 
sidang pengadilan. 
- Pasal 224, yang berbunyi : sebagai saksi, ahli atau juru bahasa 
menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi 
kewajiban. 
- Pasal 233, yang berbunyi : merusak/menghilangkan barang 
bukti. 
 
Pasal dalam KUHPidana yang dapat dikualifikasikan sebagai 
perbuatan contempt of court, yang dapat dikenakan kepada pers: 
- Pasal 207, yang berbunyi : lisan atau tulisan menghina suatu 
penguasa. 
- Pasal 208, yang berbunyi : menyiarkan, mempertunjukkan atau 
menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang 
memuat penghinaan terhadap suatu penguasa atau badan 
umum. 
 
Selain dalam KUHP, perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai 
perbuatan contempt of court juga diatur dalam KUHAP, yaitu : 
- Pasal 174, yang berbunyi: 
(1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim 
ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh 
kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya 
dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan 
kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu. 
(2) Apabila saksit etap pada keterangannya itu, hakim ketua 
sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut 
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umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi 
itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan 
dakwaan sumpah palsu.  
- Pasal 159, ayat (2), yang berbunyi: dalam hal saksi tidak hadir, 
meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang 
mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu 
tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat 
memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke 
persidangan. 
- Pasal 161 ayat (1), yang berbunyi: dalam hal saksi atau ahli 
tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji 
sebagaimana dimaksud dalam pasal dalam Pasal 160 ayat (3) 
dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, 
sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat 
dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 
empat belas hari. 
- Pasal 176 ayat (1) berbunyi: 
(1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga 
mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang 
menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia 
memerintahkan supaya terdakwa keluar dari ruang sidang, 
kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan 
tanpa hadirnya terdakwa. 
(2) Dalam hal terdakwa secara terus menerus bertingkah laku 
yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, 
hakim ketua sidang mengusahakan upaya sedemikian rupa 
sehingga putusan tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya 
terdakwa. 
- Pasal 217, yang berbunyi bahwa: 
(1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara 
tata tertib di persidangan. 
(2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang 
untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib 
dilaksanakan dengan segera dan cermat. 
- Pasal 218, yang berbunyi bahwa: 
(1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap 
hormat kepada pengadilan. 
(2) Siapapun yang di sidang pengadilan bersikap tidak sesuai 
degan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib 
setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas 
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perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang 
sidang. 
(3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) bersifat suatu tindak pidana, tidak mengurangi 
kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. 
- Pasal 219, yang berbunyi bahwa: 
(1) siapapun yang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, 
bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat 
membahayakan keamanan sidang dan siapa yang 
membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus 
disediakan untuk itu. 
(2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan pengadilan karena 
tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan 
untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang 
tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan apabila terdapat 
maka petugas mempersilahkan yang bersangkutan untuk 
menitipkannya. 
(3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang 
sidang maka petugas wajib menyerahkan kembali benda 
titipannya. 
(4) Ketentuan ayat (1) dan (2) tidak mengurangi kemungkinan 
untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan 
atas benda tersebut bersifat suatu tindak pidana. 
 
Menurut A. Abu Ayyub Saleh (2004:3) dituliskan bahwa : 
Dengan bertolak dari ketentuan Pasal 217 Jo. Pasal 218 KUHAP, 
jelas menentukan tentang kewenangan Majelis Hakim yang 
memeriksa, mengadili suatu perkara dalam memimpin persidangan 
berwenang menjaga tata tertib persidangan dan mengambil 
langkah pengusiran para pengunjung yang hadir dalam 
persidangan, yang mengganggu jalannya persidangan, sikap tidak 
tertib ini harus dijalankan oleh Hakim tersebut. 
 
Selain ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka ketentuan 
tentang contempt of court dapat ditemukan dalam rancangan KUHP 
Nasional Tahun 2012 khususnya dalam Bab VI tentang Tindak Pidana 
Terhadap Proses Peradilan yang mengatur masalah contempt of court di 
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mana dalam beberapa pasal diatur ketentuan contempt of court dengan 
pengaturannya sebagai berikut : 
 
a. Pasal 326 tertulis : 
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 
perbuatan yang mengakibatkan terganggunya proses 
peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 
tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV. 
 
b. Pasal 327 tertulis : 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi setiap orang 
yang secara melawan  hukum: 
-  menampilkan diri untuk orang lain sebagai peserta atau 
sebagai  pembantu  tindak  pidana, yang karena itu dijatuhi 
pidana dan menjalani pidana tersebut untuk orang lain;  
-  tidak  mematuhi perintah pengadilan yang dikeluarkan untuk 
kepentingan proses peradilan;  
-  menghina hakim atau menyerang integritas atau sifat tidak 
memihak hakim dalam sidang pengadilan; atau  
-  mempublikasikan atau membolehkan untuk dipublikasikan 
segala sesuatu yang menimbulkan akibat yang dapat 
mempengaruhi sifat tidak memihak hakim dalam sidang 
pengadilan.  
 
c. Pasal 328 tertulis : 
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau pidana denda paling banyak Kategori IV bagi advokat 
yang dalam menjalankan pekerjaannya secara melawan 
hukum: 
-  mengadakan kesepakatan dengan pihak lawan dari pihak 
yang dibantunya, sedangkan patut mengetahui bahwa 
perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan pihak yang 
dibantunya; atau 
-  berusaha memenangkan pihak yang dibantunya, meminta 
imbalan dengan maksud mempengaruhi terhadap saksi, juru 
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3. Bentuk-bentuk Contempt of Court 
 
Untuk lebih memahami contempt of court, maka perlu juga 
Penulis paparkan mengenai bentuk-bentuk dari contempt of court. Ketika 
membicarakan definisi atau pengertian tentang contempt of court banyak 
yang berbeda pendapat, begitu pula dalam membahas tentang jenis dan 
bentuknya.  
Oleh karena itu akan disajikan beberapa bentuk contempt of court 
sesuai dengan pendapatnya masing-masing (Andi Sofyan, 2013: 413-417) 
sebagai berikut : 
a. Menurut Prof. Barda Nawawi Arief 
Dengan mengutip dari LB. Curzon, nico Keijzer, dan Oemar 
Seno Adji. Contem of court adalah generic term, sedangkan 
specific termnya adalah: 
1) Civil Contempt disobedience to the judgements and orders of 
courts atau ketidakpatuhan terhadap peraturan atau perintah 
pengadilan. Misalnya saksi tidak hadir dipersidangan tanpa 
alasan yang sah, terdakwa tidak menjawab pada saat 
ditanya oleh hakim (pasal 175 KUHAP right to remain in 
silence). Sanksinya adalah paksaan. 
Civil contempt bukanlah delik terhadap martabat 
pengadilan, tetapi merupakan perbuatan yang tidak 
menghormati pihak yang mendapat kuasa dari pengadilan 
dan kepada pelaku dapat dikenakan denda sebagai ganti 
kerugian. Suatu contempt dapat dikategorikan civil apabila 
tindakannya berua tidak mematuhi perintah pengadilan, tidak 
melaksanakan suatu putusan atau perintah untuk 
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menyerahkan kepemilikan tanah atau penyerahan barang 
dalam waktu tertentu, tidak menyampaikan bukti-bukti yang 
diminta pengadilan atau tidak menjawab pertanyaan. Tjuan 
utama dari contempt adalah memerintahkan pelaku untuk 
melaksanakan perinta pengadilan. Pemohon pelaksanaan 
Contem of Court pada umumnya ialah pihak yang 
berangkutan. Disini putusan hakim berupa pemulihan hak 
yang menang. 
2). Criminal Contemptacts Tending To Hinder Or To Obstruct 
The Due Administration Of Justice. Perbuatan yang 
bertujuan mengganggu atau menghalangi penyelenggaraan 
peradilan yang seharusnya. Sanksinya adalah pemidanaan. 
Criminal contempt merupakan perbuatan yang tidak 
menghormati pengadilan atau acaranya atau menghalangi 
penyelenggaraan peradilan atau cenderung menyebabkan 
pengadilan tidak dihormati. Pelaku Criminal contempt dapat 
dikenakan atau penjara sebagai hukuman. 
Suatu contempt disebut kriminal apabila suatu tindakan 
in berupa mengganggu atau mencampuri proses peradilan 
yang sedang berjalan. Sebagai contoh antara lain adalah 
publikasi atau perbuatan yang menghambat pelaksanaan 
proses peradilan yang baik, menghalangi atau menginterupsi 
saksi, berbuat gaduh, mencemoohkan penetapan atau 
putusan hakim dipersidangan, dan segala perbuatan yang 
cenderung mempengaruhi kepercayaan masyarakat dengan 
merendahkan wibawa pengadilan dalam melaksanakan 
peradilan. 
Criminal contempt diklasifikasikan lagi menjadi 
beberapa bentuk, diantaranya adalah :  
(1) Contempt in the face of the court; direct contempt; 
contempt in faice threatening language, phisycal attack 
kepada hakim, juri, penasihat hukum, saksi, dsb. 
Terdakw menghina hakim. Contempt atau pelecehan 
yang berupa mencampuri jalannya proses peradilan 
(contempt by interference) yang meliputi perbuatan 
yang dilakukan dalam sidang pengadilan (Contempt in 
the face of the court). Walaupun istilah Contempt in the 
facie, namun masalahnya bukan apakah martabat 
pengadilan (the dignity of the court) telah diserang atau 
dilanggar, tetapi apakah proses pengadilan terganggu 
atau tidak. Tujuannya bukanlah untuk menunjang atau 
melindungi martabat hakim, tetaoi untuk melindungi 
hak-hak masyarakat umum dengan memberikan 
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jaminan bahwa penyelenggaraan peradilan tidak 
diganggu. 
(2) Violation of the sub judice rule; Acts calculated to 
prejudice the fair trial; contempt ex facie privat 
communication dengan hakim untuk mempengaruhi 
putusan. Memberi komentar dimedia tentang kasus 
yang sedang menunggu putusan. Memberi informasi 
atau publikasi yang sifatnya memihak publikasi yang 
dianggap mencampuri suatu proses peradilan dalam 
perkara tertentu (publications interfering with the due 
cours of justice in particular legal proceddings). 
(3) Scandalizing the court (memalukan atau menimbulkan 
skandal bagi pengadilan); contempt ex facie ditujukan 
untuk menurunkan kewibawaan hakim/pengadilan. 
Misalnya kritik terhadap perbuatan tercela yang 
dilakukan oleh hakim. Bukan merupakan kritik kalau 
kritik tersebut resonable criticims/resonable argument. 
(4) Obstructing court officer mengganggu/ menyerang/ 
memukul atau mengancam hakim diluar sidang 
pengadilan. Dengan catatan setelah meninggalkan 
ruangan sidang. 
(5) Revange for acts done in the course of litigation. 
Perbuatannya ditujukan kepada saksi yang telah 
memberikan kesaksian di muka sidang. 
(6) Breach of duty by an officer of the court (pelanggaran 
kewajiban oleh pejabat pengadilan) 
(7) Pelanggaran oleh pengacara menurut Prof. Oemar 
Seno Adji, SH (Andi Sofyan, 2013: 416-417) terdapat 5 
(lima) bentuk konstitutif dari contempt of court: 
(a) Perbuatan-perbuatan penghinaan terhadap 
pengadilan yang dilakukan dengan cara 
pemberitahuan atau publikasi (sub judice rule) sub 
judice rule adalah suatu usaha berupa perbuatan 
atau sikap yang ditunjukkan ataupun pernyataan 
secara lisan apalagi secara tulisan, yang nantinya 
menjadi persoalan pers dan aspek hukumnya untuk 
dapat mempengaruhi suatu putusan yang akan 
dijatuhkan oleh hakim. 
1. Tidak mematuhi perintah pengadilan (diobeying 
court order) dalh suatu perbuatan yang tidak 
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mematuhi perintah pengadilan ataupun yang 
merendahkan otoritas, wibawa atau keadilan dari 
pengadilan. 
2. Mengacaukan peradilan (obstructing justice) 
merupakan suatu perbuatan yang ditujukan 
terhadap, atupun yang mempunyai efek 
memutarbalikkan, mengacaukan fungsi normal dan 
kelancaran suatu proses judicial. 
3. Menyerang integritas dan impartialitas pengadilan 
(scandalizing the court) adalah pernyataan diluar 
pengadilan dan sering merupakan publikasi yang 
mengandung suatu lapangan yang luas mengenai 
situasi.  
4. Tidak berkelakuan baik dalam pengadilan 
(misbehaving in court) adalah tiap perbuaan isyarat 
(gesture) ataupun kata-kata yang merupakan 
rintangan ataupun mengadakan obstuksi terhadap 
aliran (flow) normal dan harmonis dari proses di 
sidang pengadilan. 
b. Menurut P. Asterlay dan R.I.E card, Contempt of Court 
diklasifikasikan: 
a. Contempt in the face of court/ contempt in facie 
b. Scandalizing the court 
c. Reprisale against jurors and withnesses 
d. Obstructing officers of court 
e. Violation of the sub judice rule 
f. Publication with prejudice issue in pending procedings 
 
 
F. Prinsip Pemeriksaan Persidangan 
Berbicara mengenai prinsip-prinsip pemeriksaan persidangan, 
maka yang akan menjadi fokus pembicaraan bukan hanya ditujukan dan 
dijadikan landasan bagi aparat tetapi juga sangat penting diketahui dan 
diberikan pemahaman kepada tersangka dan terdakwa. Adapun prinsip-
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prinsip yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan persidangan menurut 
Yahya Harahap (2001:110-116) yaitu : 
1. Pemeriksaan Terbuka Untuk Umum 
Semua persidangan pengadilan terbuka untuk umum dan pada 
saat majelis hakim hendak membuka sidang, harus menyatakan 
sidang terbuka untuk umum. Setiap orang yang hendak menyaksikan 
dan mengikuti jalannya persidangan dapat hadir memasuki ruangan 
sidang pengadilan. Pintu dan jendela ruangan sidang terbuka 
sehingga apa yang diharapkan sebagai makna dari prinsip 
persidangan terbuka untuk umum benar-benar terwujud. Ada 
beberapa hal yang harus ditaati oleh setiap pengunjung termasuk 
para pihak yang beperkara demi terciptanya tata tertib persidangan 
yaitu : 
a. Hadirin Harus Bersikap Hormat 
Setiap orang harus menunjukkan sikap yang sopan dan 
tidak menimbulkan kegaduhan di ruang sidang. Barang siapa 
yang menunjukkan sikap tidak hormat serta tidak tertib dalam 
ruang sidang, ketua majelis dapat memerintahkan orang yang 
bersangkutan dikeluarkan dari dalam ruang sidang. Perintah 
pengeluaran ini dapat dilakukan ketua sidang setelah yang 
bersangkutan diperingati lebih dulu namun tetap tidak 
diindahkannya (Pasal 218 ayat (2) KUHAP). Jika sifat 
pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh salah seorang 
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pengunjung merupakan tindak pidana, hal itu tidak mengurangi 
kemungkinan terhadapnya dilakukan penuntutan (Pasal 218 
ayat (3) KUHAP). 
Lebih lanjut mengenai ketentuan setiap pengunjung 
persidangan wajib menunjukkan sikap hormat, maka menurut 
Kuffal (2004:397) bahwa : 
Tugas pengadilan luhur sifatnya, oleh karenanya tidak 
hanya bertanggung jawab kepada hukum, sesama 
manusia dan dirinya, tetapi juga kepada Tuhan Yang 
Maha Esa. Oleh karenanya setiap orang wajib 
menghormati martabat lembaga ini, khususnya bagi 
mereka yang berada di ruang sidang sewaktu 
persidangan sedang berlangsung bersikap hormat secara 
wajar dan sopan serta bertingkah laku yang tidak 
menyebabkan kegaduhan atau terhalangnya persidangan.   
 
b. Larangan Membawa Senjata Api 
Sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 219 KUHAP 
ditentukan bahwa: 
guna menjamin keselamatan terhadap manusia yang 
berada dalam ruangan sidang, setiap pengunjung sidang 
dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan 
peledak, atau alat maupun benda yang dapat 
membahayakan keamanan sidang. Larangan ini berlaku 
terhadap siapa pun tanpa kecuali bagi mereka yang 
membawa alat atau benda-benda larangan dan wajib 
menitipkan tempat yang khusus disediakan untuk itu.    
 
c. Harus hadir sebelum hakim memasuki ruang sidang 
Ketentuan ini bukan hanya berlaku bagi pengunjung 
sidang, tetapi juga berlaku terhadap panitera, penuntut umum, 
penasihat hukum, sebagaimana hal ini ditegaskan dalam 
Pasal 232 KUHAP yaitu : 
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- Sebelum sidang dimulai panitera, penuntut umum dan 
pengunjung yang sudah ada, duduk di tempatnya masing-
masing dalam ruang sidang. 
- Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, 
semua yang hadir berdiri untuk menghormat. 
- Selama sidang berlangsung, setiap orang yang keluar masuk 
ruang sidang, diwajibkan memberi hormat. 
 
2. Hadirnya Terdakwa Dalam Persidangan 
Hukum membenarkan proses peradilan in absentia dalam acara 
pemeriksaan biasa dan pemeriksaan acara singkat. Tanpa hadirnya 
terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat dilakukan. 
Itu sebabnya Pasal 154 KUHAP mengatur bagaimana cara menghadirkan 
terdakwa dalam persidangan. Tata cara tersebut memperlihatkan tanpa 
hadirnya terdakwa dalam persidangan, pemeriksaan perkara tidak dapat 
dilakukan. 
Beberapa hal yang berhubungan dengan ketidakhadiran terdakwa 
yaitu : 
a). Terdakwa dipanggil secara tidak sah 
Jika ternyata terdakwa dipanggil secara sah, ketua menunda 
persidangan dan memerintahkan penuntut umum supaya 
memanggil terdakwa sekali lagi untuk hadir pada hari sidang 
berikutnya. 
b). Terdakwa sudah dipanggil secara sah  
Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah, namun 
terdakwa tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang 
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sah, menurut ketentuan Pasal 154 ayat (4) dan ayat (6) KUHAP, cara 
penyelesaiannya adalah sebagai berikut : 
- Pemeriksaan perkara tidak dapat dilangsungkan, Ketua sidang 
menunda atau mengundurkan persidangan pada hari dan 
tanggal sidang berikutnya, seraya memerintahkan penuntut 
umum untuk memanggil terdakwa lagi pada hari dan tanggal 
sidang yang telah ditentukan. 
- Apabila kemudikan terdakwa telah dipanggil secara sah untuk 
kedua kalinya, namun terdakwa tetap juga tidak mau hadir 
tanpa alasan yang sah, hakim dapat memerintahkan penuntut 
umum untuk menghadirkan terdakwa dengan paksa pada 
sidang berikutnya (Pasal 154 ayat (6) KUHAP).     
3. Ketua Sidang Memimpin Pemeriksaan 
Pemeriksaan sidang pengadilan dipimpin oleh seorang Hakim 
Ketua hal ini diatur dalam Pasal 217 KUHAP yang menegaskan bahwa 
hakim ketua sidang bertindak memimpin jalannya pemeriksaan 
persidangan, dan memelihara tata tertib persidangan. Prinsip ini sesuai 
dengan sistem pembuktian yang dianut undang-undang yakni sistem 
pembuktian undang-undang secara negatif, mewajibkan hakim mencari 
kebenaran hakiki (ultimate truth) di dalam membuktikan kesalahan 
terdakwa berdasar batas minimum pembuktian menurut undang-undang 
dengan alat bukti yang sah. 
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Kedudukan ketua sidang sebagai pimpinan sidang, 
menempatkannya sebagai orang yang berwenang menentukan jalannya 
pemeriksaan terdakwa, semua tanya jawab harus melaluinya. Semua 
keterangan dan jawaban ditujukan kepadanya. Namun perlu diingat tanpa 
mengurangi arti ketua sidang bertindak memimpin persidangan, sama 
sekali tidak melenyapkan hak terdakwa dan penuntut umum untuk 
mengajukan sesuatu sesuai dengan hak dan wewenang yang diberikan 
undang-undang.     
4. Pemeriksaan Secara Langsung dan Lisan 
Maksud pemeriksaan secara langsung dan dengan lisan tiada lain 
untuk memenuhi tujuan agar persidangan benar-benar dapat menemukan 
kebenaran hakiki sebab dari pemeriksaan secara langsung dan lisan tidak 
hanya keterangan terdakwa atau saksi saja yang dapat didengar dan 
diteliti tetapi sikap dan tata cara mereka memberikan keterangan dapat 
menentukan isi dan nilai keterangan. 
5. Wajib Menjaga Pemeriksaan Secara Bebas 
Sesuai dengan penegasan Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP, 
pemeriksaan terhadap terdakwa atau saksi dilakukan dengan bebas. 
Terhadap mereka tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang 
mengakibatkan terdakwa atau saksi memberikan jawaban secara tidak 
bebas. Baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, tidak boleh dilakukan 
penekanan atau ancaman yang bisa menimbulkan hilangnya kebebasan 
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mereka memberikan keterangan. Termasuk pertanyaan yang menjerat 
tidak boleh diajukan. 
6. Pemeriksaan Lebih Dulu Mendengar Keterangan Saksi  
Prinsip lebih dulu mendengar keterangan saksi sesuai dengan 
makna yang tersirat dalam Pasal 160 ayat (1) huruf b  KUHAP yang 
menegaskan : “Pertama-tama didengar keterangannya adalah korban 
yang menjadi saksi”. Untuk menguatkan alasan mendahulukan 
pemeriksaan pendengaran keterangan saksi dari terdakwa, Pasal 160 
ayat (1) huruf b KUHAP tersebut dihubungkan dengan Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP yang menempatkan urutan alat bukti keterangan saksi pada 
urutan pertama, sedang urutan alat bukti keterangan terdakwa 
ditempatkan pada urutan terakhir.  
Mengenai prinsip pemeriksaan persidangan yang terbuka untuk 
umum, maka menurut Soedjono Dirdjosisworo (1984:149) bahwa : 
Apabila tahap-tahap pemeriksaan pendahuluan dalam proses 
pidana dilakukan pada umumnya dalam pintu tertutup persidangan 
pengadilan pidana biasanya terbuka untuk umum. Dalam perkara-
perkara luar biasa hakim dapat mengambil keputusan untuk 
mengadakan sidang dengan pintu-pintu tertutup dan pembacaan 
keputusan walau bagaimanapun akan dilakukan secara terbuka 












A.  Lokasi Penelitian  
Pada penyusunan skripsi ini Penulis melakukan penelitian di 
Kantor Pengadilan Negeri Makassar sebagai lokasi penelitian. Untuk 
menambah bahan dan data tentang contempt of court, Penulis 
melakukan penelitian pustaka dengan mempelajari buku-buku, tulisan 
ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lainnya 
yang terkait dengan contempt of court.  
B. Jenis dan Sumber Data 
 Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang Penulis lakukan 
terdiri atas 2 (dua) jenis data, yakni: 
a. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung 
melalui wawancara dengan hakim sebagai korban yang terkait dengan 
penelitian yang dilakukan Penulis. 
b. Data sekunder, yaitu data yang di peroleh melalui bahan-bahan 
laporan dan dokumen lain yang telah ada sebelumnya serta 
mempunyai hubungan erat dengan masalah yang Penulis bahas 
dalam Penulisan skripsi ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini Penulis menggunakan teknik pengumpulan 
data berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan 
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penelitian kepustakaan (library research). Penelitian lapangan (field 
research), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan melakukan 
pengambilan data langsung melalui wawancara dengan instansi terkait. 
Sedangkan Penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian 
yang dilakukan untuk memperoleh data skunder yang berhubungan 
dengan penelitian Penulis. 
D. Analisis Data 
 Di dalam pelaksanaan penelitian ini, data yang  diperoleh oleh 
Penulis akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, 
yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, 
yaitu apa yang dinyatakan oleh hakim sebagai korban secara tertulis atau 
lisan, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Jadi, Penulis 
tidaklah semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran belaka, 
akan tetapi untuk memahami kebenaran, sehingga Penulis dapat menarik 
sebuah kesimpulan dan memberikan saran atas permasalahan yang 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Bentuk-bentuk Kejahatan Contempt of Court dalam 
Penyelenggaraan Peradilan di Pengadilan Negeri Makassar. 
Dalam RUU KUHP Nasional Tahun 2012 ketentuan mengenai 
contempt of court ini terdapat dalam Bab IV tentang Tindak Pidana 
terhadap Proses Peradilan. Dari ketentuan yang terdapat dalam Bab 
tindak pidana terhadap proses peradilan tersebut diketahui 
pengaturan secara khusus mengenai contempt of court secara jelas 
dipengaruhi oleh pengaturan mengenai contempt of court di negara-
negara yang menganut sistem hukum common law. 
Jika berbicara mengenai tindakan-tindakan yang dapat 
digolongkan sebagai bentuk kejahatan contempt of court, maka harus 
dipahami terlebih dahulu bahwa tindakan contempt of court adalah 
tindakan yang dapat merendahkan wibawa lembaga peradilan. 
Menurut A. Abu Ayyub Saleh (2004:1), bahwa Contempt of court 
adalah : “Merendahkan wibawa peradilan dan martabat hakim, selama 
berlangsungnya persidangan”. Lebih lanjut oleh Abu Ayyub Saleh 
(2004:1) bahwa ada juga yang memaknai contempt of court sebagai :  
Perbuatan melecehkan sebagai penghinaan hakim yang dilakukan 
oleh Pengacara atau Advokat atau Wartawan dan atau Orang lain 




Berdasarkan hasil penelitian Penulis dalam bentuk wawancara 
langsung pada tanggal 10 Desember 2014 dengan Nathan Lambe, 
Hakim Pengadilan Negeri Makassar didapatkan data bahwa jenis-jenis 
perbuatan atau tindakan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan 
contempt of court adalah setiap perbuatan atau tindakan yang 
dilakukan oleh para pihak yang ada di dalam suatu proses 
persidangan yang tidak saja melanggar tata tertib persidangan akan 
tetapi juga mengarah kepada pencemaran nama baik (cacian, 
makian) terhadap majelis hakim. 
Tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai kejahatan 
contempt of court menurut Nathan Lambe, Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang sering terjadi dalam lingkup Pengadilan Negeri 
Makassar antara lain : 
1) Menghina Hakim yang sedang bersidang dengan kata-kata 
tidak etis bahkan terkadang tindakan ini dilakukan oleh 
aparat penegak hukum itu sendiri seperti Jaksa Penuntut 
Umum. 
2) Menimbulkan kegaduhan khususnya pada saat sidang 
sedang berlangsung, baik dalam ruang sidang maupun di 
luar persidangan. 




4) Berkelahi dalam ruang sidang pengadilan dan juga di luar 
ruangan persidangan. 
Kejadian ini hampir terjadi setiap hari sehingga hal ini tidak 
dapat dibiarkan terus terjadi karena akan berakibat pada hilangnya 
martabat dan wibawa lembaga peradilan yang seyogyanya harus 
dijaga dan bahkan menjadi suatu keharusan bagi seluruh pihak untuk 
menjaganya dan menaati peraturan dalam pengadilan karena tanpa 
dukungan dan kesadaran dari seluruh pihak tindakan contempt of 
court akan terus terjadi. 
Lebih lanjut dikatakan oleh Nathan Lambe, bahwa sampai saat 
ini belum ada perbuatan yang dapat dijerat dengan delik contempt of 
court karena selain belum ada aturan yang mengatur secara tegas 
mengenai perbuatan tersebut, tindakan atau perbuatan dari para 
pihak yang hadir di persidangan masih dalam batas-batas toleransi 
sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut 
belumlah dapat dikatakan sebagai bentuk penghinaan terhadap 
lembaga peradilan itu sendiri.  
Akan tetapi banyak pakar yang menyatakan bahwa tindakan 
atau perbuatan contempt of court bukan saja yang dilakukan pada 
saat proses persidangan atau dilakukan dalam lingkungan peradilan, 
tetapi bisa juga perbuatan contempt of court dilakukan di luar 
lingkungan pengadilan yang dinilai sebagai sebuah bentuk 
penghinaan terhadap lembaga peradilan itu sendiri. 
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B. Peranan Hakim sebagai Korban dalam Terjadinya Kejahatan 
Contempt of Court 
Sebagai salah satu pilar untuk menegakkan hukum dan 
keadilan, hakim mempunyai peranan menentukan sehingga 
kedudukannya dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian tidak 
adanya direktiva/ campur tangan dari pihak manapun terhadap para 
hakim ketika sedang menangani perkara. Sebaliknya, dilain sisi begitu 
pula untuk para hakim dalam penanganan perkara hendaknya dapat 
bertindak arif dan bijaksana, ketangguhan mentalitas, menjunjung 
tinggi nilai keadilan dan kebenaran materil, bersifat aktif dan dinamis, 
berlandaskan kepada hukum positif, melakukan penalaran logis 
sesuai dan selaras dengan teori dan praktik, sehingga kesemuanya itu 
bermuara kepada putusan yang akan dijatuhkannya harus dapat 
dipertanggungjawabkan dari aspek ilmu hukum itu sendiri, hak asasi 
terdakwa, masyarakat dan negara, diri sendiri serta Demi Keadilan 
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Ketika proses persidangan berlangsung sering terjadi hal-hal 
yang tidak diinginkan. Sering terdapat pengunjung persidangan baik 
itu para pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut maupun 
pengunjung biasa membuat tindakan yang tidak menghargai jalannya 
persidangan, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak 
pidana terhadap proses peradilan atau dalam Rancangan Undang-
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Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 
2012 dikenal dengan istilah contempt of court. 
Saat proses persidangan berlangsung, banyak hakim yang 
melaksanakan tugasnya mendapatkan atau memperoleh perlakuan 
tidak bermoral dalam bentuk adanya serangan fisik seperti 
penganiayaan, menerima ancaman, dilempar, berkelahi, membunuh 
terdakwa dalam persidangan, menghalangi saksi, atau yang sifatnya 
non fisik seperti menghujat, menghina atau mengeluarkan kata-kata 
yang tidak etis terhadap hakim. Oleh pelaku, dengan melakukan 
kejahatan tersebut bukan hanya merendahkan wibawa pengadilan 
akan tetapi hakim yang merupakan pejabat yang memiliki kekuasaan 
tertinggi dalam proses persidangan mungkin merasa tidak dihargai. 
Tingkah laku pengunjung persidangan dalam proses sidang sangat 
tidak mengindahkan tata tertib yang telah ditetapkan dalam proses 
persidangan. Sebenarnya dalam kejahatan  contempt of court itu 
sendiri yang dianggap sebagai korban adalah lembaga 
pengadilannya, akan tetapi dalam hal proses persidangan hakimlah 
yang aktif dalam menjalankan tugasnya, penghinaan langsung dapat 
diterima dihadapan hakim. Hakim yang merasakan langsung apabila 
terdapat pihak yang melakukan kejahatan tersebut. Oleh karena itu 
dibuatlah RUU KUHP Nasional Tahun 2012 yang didalamnya diatur 
secara tegas mengenai tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan 
contempt of court. 
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Berdasarkan hasil wawancara Penulis tanggal 10 Desember 
2013 dengan Nathan Lambe, hakim Pengadilan Negeri Makassar 
yang menjadi korban kejahatan Contempt of court, dirinya mengakui 
sering mendapat penghinaan langsung dan dihujat dengan kata-kata 
yang tidak etis dari pengunjung persidangan saat melaksanakan 
tugasnya mengadili perkara pembunuhan. Bukan hanya tindakan 
tersebut yang dilakukan, bahkan pelaku tersebut merusak barang-
barang yang terdapat dalam ruang sidang. Nathan Lambe 
menganggap tindakan tersebut sudah termasuk kejahatan contempt 
of court, karena selain menghina aparat penegak hukum yang 
memiliki kekuasaan tertinggi juga merusak barang-barang yang 
terdapat dalam ruang sidang, artinya dalam hal ini sudah termasuk 
menghina lembaga pengadilan. 
Lebih lanjut Nathan Lambe mengatakan bahwa kasus contempt 
of court seperti menghina hakim atau pengadilan sering terjadi setiap 
tahunnya. Dan seringnya itu pada saat mengadili perkara 
pembunuhan dan penganiayaan, kalau seperti kasus pencurian tidak 
pernah terjadi kejahatan contempt of court. Tahun ini pernah terjadi 
kasus kejahatan contempt of court, waktu itu Nathan Lambe sedang 
mengadili perkara pembunuhan, akan tetapi rekan dari salah satu 
pihak yang berperkara, yaitu beberapa mahasiswa tiba-tiba menghina 
majelis hakim dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak etis serta 
merusak barang-barang yang terdapat dalam persidangan, sehingga 
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pelaku tersebut dikenakan kurungan 1 (satu) hari karena dianggap 
tidak menghargai proses persidangan, menghina hakim yang pada 
waktu itu sedang melaksanakan tugas mengadili perkara serta 
merusak barang-barang yang terdapat dalam ruang sidang. Namun 
majelis hakim tidak dapat menjerat pelakunya dengan alasan kasus 
kejahatan contempt of court, tetapi hakim menjerat pelakunya dengan 
Pasal 170 KUHP yang berkaitan dengan pengrusakan terhadap 
barang-barang, walaupun yang seharusnya pelaku tersebut dijerat 
dengan kejahatan Contempt of court, akan tetapi belum adanya 
aturan yang tegas mengenai contempt of court sehingga hakim 
menetapkan untuk menjerat pelaku dengan pasal yang terdapat 
dalam KUHP untuk memberikan efek jerah. 
Hal ini juga yang menyebabkan sehingga sampai saat ini 
belum pernah ada kasus contempt of court yang disidangkan di 
Pengadilan Negeri Makassar. Ini mungkin dikarenakan belum adanya 
aturan yang secara khusus mengatur tentang delik contempt of court 
sehingga tidak ada yang dapat dijadikan dasar hukum bagi penyidik 
untuk menjerat perbuatan-perbuatan contempt of court tersebut. 
Sebenarnya jika tindak pidana contempt of court ingin ditegakkan dan 
diberantas, maka hakim dapat saja menggunakan ketentuan yang 
telah ada dalam KUHP agar tidak terjadi kekosongan hukum. 
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara langsung tanggal 15 
Desember 2013 dengan J.J.H Simanjuntak, hakim Pengadilan Negeri 
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Makassar, dirinya mengakui bahwa berdasarkan pengalamannya 
selama bertugas 3 (tiga) tahun sebagai hakim di Pengadilan Negeri 
Makassar, sering terjadi kejahatan contempt of court seperti menghina 
pengadilan atau memberikan cacian dan kata-kata yang tidak etis 
terhadap hakim. Dalam hal ini banyak pengunjung sidang baik itu dari 
para pihak yang berperkara ataupun pengunjung biasa yang tidak 
menghargai proses persidangan. J.J.H Simanjuntak pernah 
mendapatkan cacian dan dihujat dengan kata-kata yang tidak etis oleh 
salah satu pihak yang berperkara pada saat mengadili perkara 
pembunuhan. Akan tetapi tindakan atau perbuatan tersebut masih 
dalam batas-batas toleransi karena belum adanya aturan yang 
mengatur secara tegas mengenai perbuatan tersebut sehingga 
sampai saat ini belum ada perbuatan yang dapat dijerat dengan delik 
contempt of court. 
Adapun faktor-faktor eksternal penyebab terjadinya kejahatan 
tersebut, menurut J.J.H Simanjuntak antara lain : 
1. Tidak adanya ketentuan Undang-Undang yang mengatur 
secara tegas mengenai contempt of court. 
2. Para pihak yang berperkara sebenarnya bukan mencari 
keadilan, melainkan mencari kemenangan sehingga apabila 
putusan hakim tidak sesuai dengan yang diharapkan maka 
akan berbuat sesuatu yang melanggar tata tertib 
persidangan. 
3. Masyarakat terkadang berpikir sangat subjektif menilai 
hakim, jika hakimnya itu memihak. 
4. Ketidaksabaran pihak korban atau rekan dari pihak korban 
untuk menghakimi sendiri pelaku kejahatan. 
5. Tingkat pendidikan masyarakat, dalam hal ini yang 
dimaksudkan adalah kurangnya pengetahuan masyarakat 
mengenai tata tertib persidangan. Tentunya hal ini 
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merupakan faktor penyebab utama yang menyebabkan 
terjadinya contempt of court. Selain itu, tingkat pendidikan 
yang rendah sangat berpengaruh terhadap perilaku 
seseorang, sehingga dalam bertindak di dalam persidangan 
biasanya mereka tidak mengindahkan tata tertib yang ada. 
 
Perlu diketahui bahwa terjadinya kejahatan tidak hanya 
disebabkan oleh faktor-faktor yang bersifat eksternal, namun juga 
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersumber dari korban kejahatan 
itu sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada kejahatan contempt of 
court terhadap hakim. Hakim merupakan pejabat pengadilan yang  
sering dijadikan korban dari pihak-pihak yang tidak menghargai 
proses persidangan dan wibawa pengadilan. Amarah atau 
kejengkelan para pihak yang terlibat langsung dalam perkara tersebut 
maupun pengunjung biasa sering dilampiaskan kepada pejabat 
pengadilannya, seperti kepada majelis hakimnya. 
Berkaitan dengan peranan korban dalam kejahatan contempt of 
court, maka yang berperan disini adalah faktor internal. Lebih lanjut 
oleh J.J.H simanjuntak, adapun faktor-faktor internal penyebab 
terjadinya kejahatan contempt of court seperti penghinaan terhadap 
hakim atau pengadilan khususnya di Pengadilan Negeri Makassar 
antara lain sebagai berikut : 
1. Putusan hakim atau pengadilan kadang kurang berkualitas, 
tidak mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan 
kemanfaatan. 
2. Pelayanan terhadap pencari keadilan belum maksimal, 
hanya mendahulukan pelayanan kepada orang-orang yang 
tergolong menengah keatas.  




4. Terkadang masih terdapat oknum-oknum yang meminta 
penyuapan terhadap pencari keadilan dengan tujuan 
memberikan kemenangan, bukanlah keadilan yang 
diwujudkan. Sehingga apabila pihak lawan tidak sanggup 
melakukan hal serupa, walaupun ia benar, tetapi akan tetap 
dikalahkan. 
5. Profesionalisme Hakim, sebagaimana yang kita ketahui, 
tindakan contempt of court tidak hanya dapat dilakukan oleh 
para terdakwa, ataupun para peserta sidang, melainkan juga 
dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bekerja 
dalam proses persidangan itu sendiri. Aparat yang sangat 
mungkin melakukan tindakan contempt of court ini adalah 
Hakim yang sementara memimpin jalannya persidangan. 
Tingkat profesionalitas hakim ini, juga sangat berpengaruh 
terhadap tingkah laku peserta sidang. Jika seorang hakim 
tidak dapat mencerminkan tingkah lagu menjaga wibawa 
persidangan, maka para peserta tentunya akan lebih tidak 
menghargainya juga. 
 
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Contempt Of Court terhadap 
Hakim 
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua 
pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat 
pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang dilakukan 
sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam 
mengatasi masalah tersebut. 
Berdasarkan hasil wawancara langsung tanggal 15 Desember 
2013 dengan J.J.H Simanjuntak, hakim Pengadilan Negeri Makassar, 
dijelaskan bahwa upaya penanggulangan kejahatan contempt of court 





1. Upaya Pre-emtif 
Upaya Pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh 
pihak aparat pengadilan untuk mencegah terjadinya korban kejahatan 
contempt of court dalam hal ini penghinaan terhadap hakim atau 
pengadilan (cacian dan hujatan kata-kata yang tidak etis). Sambil 
menunggu adanya ketentuan khusus tentang contempt of court, maka 
menurut J.J.H Simanjuntak, bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk 
mencegah tindakan contempt of court yaitu sebagai berikut : 
1) Melakukan sosialisasi kepada setiap pihak-pihak yang hadir 
di persidangan agar menaati tata tertib persidangan demi 
kelancaran proses beracara di peradilan itu sendiri. 
Termasuk yang terdapat dalam aturan pada pasal 218 
KUHAP bahwa setiap orang diwajibkan untuk menunjukkan 
sikap hormat kepada pengadilan. 
2) Menyampaikan kepada para pihak sebelum sidang dimulai 
mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh 
pengunjung sidang karena sudah menjadi kewajiban bagi 
Majelis Hakim sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 
217 KUHAP untuk menjaga ketertiban dan kewibawaan 
persidangan. 
2. Upaya Preventif 
Upaya preventif adalah upaya yang ditujukan untuk 
menghilangkan kesempatan terjadinya kejahatan contempt of court  
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terhadap hakim upaya-upaya awal yang dilakukan oleh aparat 
penegak hukum dalam hal ini pihak Pengadilan Negeri Makassar 
bekerja sama dengan kepolisian dalam melakukan pengawasan 
dalam berlangsungnya proses persidangan, pengawasan paling 
utama pada saat mengadili perkara pembunuhan dan penganiayaan, 
karena menurut Nathan Lambe, pada kasus seperti ini paling sering 
terjadi kejahatan contempt of court. Disini pihak kepolisian 
peranannya sebagai petugas keamanan, sebagaimana telah 
diberikan kewenangan untuk mencegah terjadinya kejahatan. 
Selain itu, berdasarkan hasil wawancara tanggal 15 Desember 
2013 dengan J.J.H Simanjuntak, adapun bentuk pencegahan dari 
segi internalnya adalah sebagai berikut : 
1. Membenahi oknum-oknum Pengadilan Negeri Makassar, 
pembinaan sikap dan mental secara terpadu dan 
berkesinambungan sehingga meningkatkan integritas ilmu 
hukumnya. 
2. Harus melakukan pelayanan maksimal kepada pencari 
keadilan. 
3. Hakim harus profesional dalam melaksanakan tugasnya. 
4. Putusan pengadilan harus lebih berkualitas, harus 
mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan 
kemanfaatan. 
 
Lebih lanjut oleh J.J.H Simanjuntak, adapun upaya pencegahan 
dari segi eksternal adalah sebagai berikut : 
1. Harus ada kesadaran hukum masyarakat, agar bukan 
menang atau kalah yang dicari akan tetapi keadilan. 




Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 
agar upaya-upaya tersebut dapat berjalan dengan efektif, sebaiknya 
harus dilakukan pengawasan baik itu internal maupun eksternal yang 
berkesinambungan dengan adanya sanksi yang tegas dari aparat 
penegak hukum. Kemudian seyogyanya dengan segera disahkan 
aturan tentang contempt of court yang terdapat dalam RUU KUHP 
Nasional Tahun 2012.  
Ditambahkan pula oleh Nathan Lambe, bahwa : 
 “memang sangat perlu dibuat suatu aturan yang khusus 
mengenai delik contempt of court sehingga ada yang dapat 
dijadikan landasan atau dasar oleh penegak hukum untuk 
menjerat setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh 
pihak-pihak yang menghalang-halangi proses persidangan, 
melanggar tata tertib persidangan ataupun setiap tindakan yang 
dapat merusak wibawa dari lembaga peradilan itu sendiri. Hal 
inilah yang oleh beberapa pakar hukum dinilai sangat perlu 
untuk diperhatikan apalagi melihat kondisi peradilan sekarang 
yang menjadi pembicaraan masyarakat sehingga dalam RUU 
KUHP Nasional Tahun 2012 terdapat beberapa pasal-pasal 
yang mengatur tentang perbuatan contempt of court. Hal ini 
dimaksudkan agar lembaga peradilan dapat menjalankan tugas 
dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang diamanatkan 
oleh konstitusi sehingga lahir suatu lembaga peradilan yang 
berwibawa dan terhormat dalam rangka penegakan supremasi 
hukum sebagaimana dicita-citakan oleh seluruh bangsa 
Indonesia.” 
3. Upaya Represif 
Upaya represif ini merupakan upaya penanggulangan 
kejahatan contempt of court yang telah terjadi, artinya sudah atau 
telah terdapat korban dalam kejahatan ini. Oleh karena itu dalam 
upaya ini perlu dilakukan suatu tindakan yang efektif dalam 
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memberikan perlindungan terhadap hakim sebagai korban kejahatan 
contempt of court.  
Dengan mengadakan Undang-undang yang mengatur tentang 
contempt of court dan menerapkan sanksi hukum yang tegas kepada 
pelaku kejahatan merupakan suatu bentuk perlindungan hukum 
kepada majelis hakim atau pengadilan yang menjadi korban kejahatan 
contempt of court dalam hal ini penghinaan (cacian, hujatan kata-kata 
yang tidak etis) terhadap hakim atau pengadilan. Tetapi bukan hanya 
terbatas pada dihukumnya pelaku, namun juga akibat-akibat yang 
diterimanya sehingga memberikan efek jerah kepada pelaku 








Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis 
paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai 
berikut yaitu : 
1. Peranan hakim sebagai korban dalam terjadinya kejahatan contempt 
of court,  khususnya di Pengadilan Negeri Makassar antara lain 
sebagai berikut : 
1. Putusan hakim atau pengadilan kadang kurang berkualitas, tidak 
mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. 
2. Pelayanan terhadap pencari keadilan belum maksimal, hanya 
mendahulukan pelayanan kepada orang-orang yang tergolong 
menengah keatas. 
3. Dalam mengadili perkara kadang tidak dilakukan sesuai pada 
porsinya. 
4. Terkadang masih terdapat oknum-oknum yang meminta 
penyuapan terhadap pencari keadilan dengan tujuan memberikan 
kemenangan, bukanlah keadilan yang diwujudkan. Sehingga 
apabila pihak lawan tidak sanggup melakukan hal serupa, 
walaupun ia benar, tetapi akan tetap dikalahkan. 
5. Profesionalisme Hakim, sebagaimana yang kita ketahui, tindakan 
contempt of court tidak hanya dapat dilakukan oleh para terdakwa, 
ataupun para peserta sidang, melainkan juga dapat dilakukan oleh 
aparat penegak hukum yang bekerja dalam proses persidangan itu 
sendiri. Aparat yang sangat mungkin melakukan tindakan contempt 
of court ini adalah Hakim yang sementara memimpin jalannya 
persidangan.  
 
6. Bentuk upaya penanggulangan kejahatan contempt of court terhadap 
hakim terbagi atas 3 (tiga), yaitu:  
a. Upaya pre-emtif  
b.  Upaya preventif 
c. Upaya represif  
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B. Saran  
Berdasarkan kesimpulan yang telah Penulis paparkan si atas, 
maka saran yang dapat Penulis berikan yaitu : 
1. Harus segera disahkan RUU KUHP Naisonal Tahun 2012 
yang mengatur tentang contempt of court agar dapat menjadi 
landasan hukum terhadap tindakan-tindakan yang 
dikategorikan sebagai kejahatan contempt of court. 
2. Harus ada dasar hukum yang secara jelas dan khusus 
mengatur mengenai dasar apa yang digunakan untuk 
menentukan suatu tindakan apakah sebagai contempt of court 
atau tidak sehingga tidak terjadi kekosongan hukum walaupun 
terdapat beberapa ketentuan dalam KUHP yang mengatur 
tentang contempt of court akan tetapi masih bersifat umum.  
3. Hendaknya masayarakat sebagai pencari keadilan harus 
memiliki kesadaran hukum, harus dapat mengindahkan tata 
tertib di persidangan sehingga terwujud kedamaian dan 
ketertiban serta memperlancar proses persidangan. 
4. Diharapkan kepada aparatur negara agar dapat bersikap 
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